Meni
a.

PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 33 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERI NTAH NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN Pl UTANG NEGARA/ DAERAH

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

nbang :
bahwa penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah sebagai
bagi an dari pr oses pengur usan Pi ut ang Per usahaan
Negar a/ Daerah telah diatur dalam Peraturan Penerintah Nonor
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negar a/ Daer ah;
bahwa  untuk | ebi h nmengopt i mal kan pengur usan Pi ut ang
Perusahaan Negara/ Daerah di pandang perlu untuk nelakukan
peni nj auan kenbali pengaturan nengenai penghapusan Piutang
Per usahaan Negar a/ Daer ah;
bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud dal am
huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk nenetapkan
Peraturan Penerintah tentang Perubahan atas Peraturan
Penerintah Nonor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Pi ut ang Negar a/ Daer ah

Mengi ngat

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nonor 13,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 3587);
Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4286);
Undang- Undang Nonor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha M ik
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor
70, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4297);
Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor
5, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4400);
Peraturan Penerintah Nonor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Pi utang Negara/ Daerah (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2005 Nonor 31, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4488);

MVEMUTUSKAN:

Menet apkan :

PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERI NTAH
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN Pl UTANG
NEGARA/ DAERAH



Pasal |

Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Penerintah
Republik Indonesia Nonmor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Pi ut ang Negar a/ Daer ah, di hapus.

Pasal |1
1. Pada saat Peraturan Penerintah ini rmulai berlaku :
a. Pengurusan Piutang Perusahaan Negaral/Daerah untuk
sel anjutnya dil akukan sesuai ket ent uan per at ur an

perundang- undangan yang berlaku di bidang Perseroan
Terbatas dan Badan Usaha M I|ik Negara beserta peraturan
pel aksanaannya.

b. Pengurusan Pi utang Perusahaan Negaral/ Daerah yang tel ah
di serahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q.
Direktorat Jenderal Piutang dan Lel ang Negara dan usul
penghapusan Pi utang Perusahaan Negara/ Daerah yang telah
di aj ukan kepada Menteri Keuangan nel al ui Di r ekt ur
Jenderal Piutang dan Lelang Negara tetap dil aksanakan
berdasar kan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
tentang Panitia Wusan Piutang Negara dan Peraturan
Penerintah Nonor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah beserta peraturan
pel aksanaannya.

2. Peraturan Penerintah ini nmul ai berl aku pada tanggal

di undangkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nmener i nt ahkan  perundangan
Peraturan Penerintah ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran
Negar a Republ ik I ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Cktober 2006
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.

DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Cktober 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI NMANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
HAM D AWALUDI N

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2006 NOMOR 83
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERI NTAH NOMOR 14 TAHUN 2005



TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PI UTANG NEGARA/ DAERAH
UMM

Ber dasar kan Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang
Per bendahar aan Negar a secar a t egas di t et apkan
pengerti an/ bat asan Pi utang Negara maupun Piutang Daerah yang
mel i puti yang neliputi jum ah uang yang waji b di bayar kepada
Permerintah Pusat/Penerintah Daerah dan/atau hak Penerintah
Pusat/ Penerintah Daerah yang dapat dinilai dengan wuang
sebagai akibat perjanjian atau akibat |ainnya berdasarkan
per at uran perundang- undangan yang berl aku atau aki bat | ai nnya
yang sabh.

Pengerti an Pi utang Negara/ Daer ah sebagai mana dit et apkan dal am
Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara tersebut juga nenjadi |andasan dalam pengaturan
penghapusan Piutang Negaral/Daerah vyang ditetapkan dalam
Peraturan Penerintah Nonor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Pi ut ang Negar a/ Daer ah.

Dal am kerangka penyel esai an Piutang Perusahaan Negara yang
juga diatur dalam Peraturan Penerintah Nonor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Pi utang Negara/ Daerah, seiring
dengan perj al anan waktu di sadari bahwa dal am upaya nmenberi kan
kel el uasaan bagi Per usahaan Negar a/ Daer ah (sekar ang
BUMN BUMD) dal am  nengopti mal kan pengel ol aan/ pengur usan
pi utang yang ada pada BUMY BUMD yang bersangkutan di pandang
perlu untuk neninjau kenbali pengaturan nengenai penghapusan
Pi ut ang Perusahaan Negara/ Daerah dal am Peraturan Penerintah
Nonmor 14 Tahun 2005.

Perti nmbangan untuk meninjau kenbali pengaturan penghapusan
Pi ut ang Perusahaan Negara/ Daerah dal am Peraturan Penerintah
Nonor 14 Tahun 2005 dil andaskan pada pem kiran bahwa sesuai
Undang- Undang Nonor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha M ik
Negara sebagai hukum positif yang nmengatur BUMN, secara tegas
dal am Pasal 4 nenyat akan bahwa kekayaan negara yang dij adi kan
penyertaan nodal negara pada BUWN nerupakan kekayaan negara
yang di pi sahkan. Sel anj utnya dal am Penj el asan Pasal 4 Undang-
Undang Nonmor 19 Tahun 2003 tersebut juga ditegaskan bahwa
yang di maksud dengan "di pi sahkan" adal ah pem sahan kekayaan
negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
untuk dijadi kan penyertaan nodal negara pada BUWN untuk
sel anjutnya  penbi naan dan pengel ol aannya  ti dak | agi
di dasar kan pada sistem  APBN, namun penbi naan dan
pengel ol aannya di dasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan
yang sehat.

Dengan pem sahan kekayaan negara tersebut, seharusnya pi utang
yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang
di | aksanakan ol eh BUWN sel aku entitas perusahaan tidak | agi
di pandang sebagai Piutang Negara. Sejalan dengan itu

pengel ol aan ternmasuk pengurusan atas Piutang BUWN tersebut
tidak dilakukan dalam Kkoridor pengurusan Piutang Negara



nmel ai nkan di serahkan kepada nekani sne pengel ol aan ber dasar kan
prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berl aku. Ber dasarkan pem kiran
tersebut, maka BUWN nemliki kewenangan/kel el uasaan dal am
mengopt i mal kan  pengel ol aan/ pengur usan/ penyel esai an  pi ut ang
yang ada pada BUWN yang bersangkutan, sehingga pengaturan
penghapusan Piutang Perusahaan Negaral/Daerah yang ada pada
Peraturan Penerintah Nonor 14 Tahun 2005 saat ini nenjadi

ti dak di perlukan | agi.

PASAL DEM PASAL

Pasal |
Cukup j el as.
Pasal |1
Angka 1
Cukup j el as.
Angka 2
Cukup j el as.

TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A NOMOR 4652.



